
 

 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 21 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENETAPAN RENCANA KEGIATAN 

DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR  

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor : 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional 

Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat yang menyatakan bahwa “Hasil 

pembahasan Uraian Rencana Kegiatan (URK) yang dibahas 

bersama Unit Organisasi Teknis, ditetapkan oleh Kepala Daerah 

menjadi Rencana Kegiatan (RK)”; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, materi muatan Rencana Kerja (RK) tersebut 

merupakan norma hukum yang mengikat secara umum dan 

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat 

yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam 

Peraturan Perundang-undangan, vide Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Probolinggo tentang Penetapan Rencana Kegiatan 

Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang; 

 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk 

Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 364); 

 

 



9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 112/PMK.07/2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan 

Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1081); 

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor : 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional 

Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA 

KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR DINAS 

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. 

 

Pasal 1 

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, ditetapkan rincian dan lokasi, 

target output kegiatan, rincian pendanaan kegiatan, metode pelaksanaan kegiatan 

dan kegiatan penunjang atas Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 

Tahun Anggaran 2018 yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 2 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selanjutnya disampaikan kepada 

Direktorat Jenderal masing-masing Unit Organisasi Teknis dengan berpedoman 

pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 

21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi 

Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

 

 



Pasal 3 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

               

 

Ditetapkan di  Probolinggo 

pada tanggal 6 Februari 2018 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd 

R U K M I N I 

Diundangkan di  Probolinggo 

pada tanggal 6 Februari 2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd 

BAMBANG AGUS SUWIGNYO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 21 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

 
 

TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum 

NIP. 19680108 199403 2 014 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

  


